
BT'PATI TAPIN
PROVINSI I(ALIMAITTAN SEUITAIT

PERATT'RAN BUPATI TAPIN
NOMOR 33 TAHI'N 2015

. TTNTAITG

PENJABARAIT AIT(X}ARAN PENDAPATAN DAN BELIINJA DAERAII
TAIIUN AIYGGARAN 2(,16

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YAITG MAHA ESA

BIIPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2OLs
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
darr Belanja Daeralr Tahun Anggaran 2Ot6;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentrrkan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daeratr Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Perryelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbarart
Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang
Keuangan Negara {Lernbar.an Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a355);
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6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
aaoo\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perenear,,raan Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO4 Nomor 104, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4a2\;

Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
hrsat dan Pemerintahan Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9l;

Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 20ll tentang
Pembentukan Perattrran Pemndang-undangan
firmbaran -Negara -Bepub-lrk -I-ndo-ne-s-ia T-atru-n
2OLL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
_Bepub_Lr& _I_udq_ue_s_ia Tahun 20!+ _Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatr
dir.rbah beberapa kali, teraklrir de.ngan
Undang-Undang Nomor 9 Tatrun 2015 tentang
Penrbahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OL4 tentang
Adminfstrasi P6merintahan (Lembaran Negar6.
Republik Indonesia Tatrun 2OL4 Nomor 292,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

11.

d),
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12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OL5 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tatrun Anggaran 2OL6 (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ot6 Nomor 2TB,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia No.rnor 57671;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatrun 2OO4
tentang Kedudukan .Protokoler daa Keu.angan
Pimpinan dan Anggota Dewan Penrakilan
Ralryat Daerakr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L6), sebagaimana telatr diubah beberapa kali,
teraktrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2OOT tentang Perubahan Ketiga Atas
Perah.rran Pemerintah Nomor 24 Tatrun 2OA4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ratcyat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 47, Tararrbatran
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a7 L2l;

14. Peraturan Pemerintatr Nomor 23 Tatrun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2OOF Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45021,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pe-merintah Nomor 74 Ta.tr.r.rn 2Ot2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ol2 Nomor t7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tam-bahan Ire-m-bar-ao -Negqr-a -BEpub_Lik
Indonesia Nomor a5751;

16. Peraturan Pemerintatr Nomor .56 Tatu.rn 2OO.5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 138, Tambahan Lem.baran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana

/L
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18.
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telah diubatr dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahr.tn 2OLO tentang Perubatran atas
Perahrran Pemerintatr Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLO Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Perahrr.an Pemerintatr Nomor 58 Tatrr:n 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan l.ernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah 'Nomor 65 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l5O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengalvasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daeratt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO5 Nomor 166, Tmrbahan-Iarrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintatr (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6la\

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Pengelolaan Uang Negara./Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 123, Taxnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

19,

20.

22.

21.

.( ),
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23. Peraturan Pemerintatr Nomor S0 Tahun 2O1l

24. Peraturan Pemerintatr Nomor 2 Tatrun 2OL2
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor S,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik
-Negar-a/-Dae-nah Ll,-e_nrrb.aren _NEger_e _Bepu_b_Lit
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Tarrbatran
Lcmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor
5533);

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ot4
ten.tar*g .P.era.trrran Pe.laksanaan Undang-
Undang Nomor 11 Tatrun 20ll tentang
Pembentukan Perahrran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

27. Peraturan Fresiden Nomor -L37 Tahun 20-15
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL6
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2881;

28. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubatr
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
ten.tang Peru,bahan I(edua atas Pera,tlrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL'l
Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -L7

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92
Tahun 2Ol1 tentang Pedoman pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l
Nomor 45O), sebagaimana telatr diubah dengan
Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2Ol2 tentang Perubatran atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr (Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OL2 Nomor SaO);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pembenhrkan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OlL Nomor 32);

32. Peralrrran Menteri DElam Negeri Nomor 52
Tahun 20 l5 tentang Pedoman Pen5rusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tatmn Anggaran 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ol5 Nomor 9O3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tatrun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
{Be.rita ,Negara Republik I.ndonesia Tatrun 2015
Nomor 1893);

33. Peratur-an Daer-ah Kabr.lpaten Tapin Nomor O4
Tahr:n 2008 tentang Urusan Pemerintatran
Daerah Kabupaten Tapih (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OO8 Nomor O4);

34. Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2OOB tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Taph {kmbaran Daeratr Kebupaten Tapin
Tahun 2OO8 Nomor OS), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, teraktrir dengan
Ferattrran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor O9
Tatrun 2Ol5 tentang Pembahan Keempat Atas
Perattrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daeratr Kabupaten Tapin
Tatrun 2015 Nomor O9);

ail,
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36.

35.

37.

38.

39.

40.

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O 1

Tatrun 2OL2 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daeratr Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2Ol2 Nomor Ot);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tatrun 2Ol2 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korys Pegawai Republik Iadonesia Kahnrpaten
Tapin (kmbaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2Ol3 Nomor 02);

Perattrran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor O3
Tatrun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata -Ke-rja Sahran -Po[si -P-anoo-ng -Praia
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2Ol3 Nomor O3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5

Tahun 2Ol4 tentang Pembenttrkan Organisasi
dan Tata Kerja I(antor layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2Ot4 Nomor O5);

Perahrran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 13
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2015 Nomor l3);

Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2OL4
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapin {BErita Daerah KabupatEn Tapin Tahun
2Ol4 Nomor O2);

Perattrran Brrpati Tapin Nomor 12 Tatrun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2OL6 (Berita Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 13);

41.

4l
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MEUUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIIRAIT BITPATT rENTArtc PENJABARAIT
AITGGARAIT PENDAPATAIT DAIT BELITITJA
DATRAII TAIIUN AIT(X}ARAN 20!6.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr Tarrun Anggaran 2oL6
berjumlah Rp. 1.530.524.031.738,60 dengan rincian sebagai beriln-rt :

1. Pendapatan Daerah :

2. Belanja Daerah :

Surplus/(Deffcftl

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Ju'nlah Penblayaan Netto
Sisa LGblh Pembl,ayaaa

anggBreaTahun BerkeDaen

Rp. 1 .339.232.277.596,00

Rp. 1.530.524.03 1.738,60

(Rp. l9l.29t.T$4.I42,60l

Rp. 214.O41.754.142,60

Rp. 22.750.OO0.OOO,O0

Rp. 191.291,75,4.142,60

Rp. O,OO

Pasat 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud ddam Pasal I tercantum dalam La.mpiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasat 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam L"ampiran II
Peraturan Bupati ini.

Pasat 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
merrrpakan bagian yarg tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dihrangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah sgsuai dengan ketEntuan ppr-rrndang-undangan,
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Pasat 6

Perattrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam gerita paeiah
Kabupate-n Tapin.

Ditetapkan di Rantau
, pada tanggal 30 Desember 2015

{,rurt*.r*n,l/

^ry(' lil. ARIFrrr ARPATY

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 3O Desember 2015

DAERAH I(ABI'PATEil TAPIil,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 34


